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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis 

paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk pengaturan ganti rugi terhadap penumpang pesawat terbang 

komersial atas keterlambatan dan pembatalan penerbangan berdasarkan 

peraturan pelaksanaannya tertuang dalam Permenhub Nomor 89 Tahun 

2015. Ketentuan lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang memberikan pengertian dan tanggung 

jawab pengangkut maupun penanganan perlindungan terhadap konsumen 

yang mengalami keterlambatan penerbangan. Dengan adanya peraturan 

tersebut kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh maskapai penerbangan 

atas terjadinya keterlambatan maupun pembatalan penerbangan para 

penumpang mendapatkan ganti kerugian yang diberikan maskapai 

penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para penumpang atau 

konsumen yang menggunakan jasa angkutan penerbangan yang 

bersangkutan.  

2. Bahwa dalam penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap penumpang atas 

keterlambatan dan pembatalan penerbangan diajukan melalui gugatan 

ganti kerugian yang berdasarkan KUHPerdata jo. Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan 

PERMENHUB Nomor 89 Tahun 2015 sebagai upaya penyelesaian 

sengketa secara litigasi ke pengadilan. Selain itu, terlebih dahulu dengan 

cara non-litigasi sebagai alternatif upaya penyelesaian sengketa seperti 

negosiasi atau mediasi sehingga melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dengan tujuan penyelesaian sengketa yang lebih baik, 

cepat, dan murah yang bisa bermanfaat bagi kedua belak pihak dalam 

duduk perkaranya. 
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5.2 Saran  

      Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya penumpang lebih mengetahui dan paham atas pengaturan 

hukum penerbangan komersial. Mengenai keterlambatan penerbangan 

komersial akan menimbulkan kerugian bagi penumpang. Kerugian yang 

diderita penumpang wajib diberikan ganti kerugian oleh perusahan 

penerbangan dengan disepakatinya perjanjian pengangkutan antara pihak 

penumpang sebagai pihak konsumen maupun pihak perusahaan 

penerbangan selaku pihak pelaku usaha. Pemahaman yang benar terkait 

pengaturan ganti rugi penerbangan komersial akan mempermudah 

penumpang dalam menuntut kerugian. Proses bentuk pemberian ganti 

kerugian atau disebut juga kompensasi harus sesuai dengan hukum yang 

berlaku pada saat ini dan mengacu pada ketentuan peraturan perUndang-

Undangan sesuai dengan kesalahan dari pihak jasa penerbangan. 

2. Hendaknya perusahaan penerbangan selaku pelaku usaha khususnya dalam 

penyelesaiannya di dalam persidangan maupun penyelesaian perkara di 

luar pengadilan. Dalam kasus yang sama mengenai keterlambatan dan 

pembatalan penerbangan yang saling keterkaitan juga dapat diartikan 

sebagai suatu penundaan keberangkatan ataupun pengalihan penerbangan 

dikarenakan sebab-sebab tertentu. Perusahaan penerbangan harus 

meningkatkan jasa dengan memberikan pelayanan yang baik kepada calon 

penumpang angkutan udara. Adanya pelayanan yang baik akan 

menimbulkan kepuasan bagi penumpang pengguna jasa penerbangan 

komersial sehingga dapat menimalisir adanya sengketa antara kedua belah 

pihak sesuai dengan ketentuan pada peraturan perUndang-Undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

 

 

 




